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PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18/M-IND/PER/2/2010 
TENTANG 

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN 
TEKNIS/ REKOMENDASI BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan industri di 
daerah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Batam, Bintan, dan Karimun, perlu melimpahkan 
kewenangan pemberian pertimbangan teknis/rekomendasi 
bidang perindustrian kepada  Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 
Bintan, dan Karimun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri 
Perindustrian; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4775);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3330); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2007 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Nomor 4757); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2007 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Nomor 4758); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 
Karimun (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 
2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Nomor 4759); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2009 tentang  Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara; 

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II Periode 2009-2014;  

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-
IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Perindustrian; 

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-
IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri 
Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Di 
Lingkungan Departemen Perindustrian;  

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-
IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan 
Canai Panas (Bj. P) Secara Wajib sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
38/M-IND/PER/3/2009; 

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-
IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN 
PERTIMBANGAN TEKNIS/REKOMENDASI BIDANG 
PERINDUSTRIAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN 
KAW ASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN.  

Pasal  1 

(1) Melimpahkan kewenangan:  
a. pemberian pertimbangan teknis/rekomendasi bidang perin-dustrian 

yang merupakan kewenangan Pemerintah kepada  Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan 
Karimun, yang terdiri atas: 
1. pertimbangan teknis sebagai: 

a)  Importir Produsen (IP) besi atau baja; dan  
b)  Importir Terdaftar (IT) besi atau baja; 

2. pertimbangan teknis persetujuan ekspor skrap logam; 
3. pertimbangan teknis atas impor barang modal bukan baru; 
4.  pertimbangan teknis sebagai Importir Produsen Tekstil (IP 

Tekstil);  
5.  rekomedasi sebagai:  

Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Seng 
Paduan Almunium-Seng (Bj. L AS) Secara Wajib 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/3/2009; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-
DAG/PER/7/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri 
Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan 
Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas 
Karimun; 
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